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KATA PENGANTAR 

 
 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun suatu Rencana 
Kerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Tahun 2022  

Rencana Kerja ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Loa Janan 
Tahun 2021, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang 
dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program 
dan kegiatan tersebut, Kecamatan Loa Janan perlu menerapkan prinsip 
efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya 
keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program 
maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong 
terwujudnya visi Kecamatan Loa Janan “ Menjadi Institusi Pelaksana Teknis 
Kewilayahan yang Berintegritas, Efektif dan Efisien “ 

Penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Loa Janan ini berpedoman 
kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara 
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).  

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari 
yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat 
mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan 
penyusunan ini. 

               

 

 

 

	 	

 
 

Camat Loa Janan 
 
 

 
	

 
 
 
 

Muhaji,S.Sos,M.Si.  
NIP. 19690510 199401 1 003 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus 
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, 
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ayat (2) pasal (2) dengan jenjang 
perencanan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah 
maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/Kota) harus 
menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana 
pembangunan  jangka menengah (RPJM) daerah, dan rencana kerja pemerintah 
daerah (RKPD) 

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP daerah, sesuai dengan Pasal 
7 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah 
membuat dan memiliki Renja Perangkat daerah,yang di susun dengan 
berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah sebagaimana di maksud 
dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) 
dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok 
sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan 
fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
masyarakat. 

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara 
disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Grand 
Strategypembangunan yang dikenal dengan nama GERBANG RAJA JILID II 
(Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) yang dicanangkan sejak terpilihnya 
Bupati dan Wakil Bupati Periode tahun 2016-2021 serta keberhasilan (success 
story) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni Vitalisasi dan 
Aktualisasi GERBANG RAJA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kartanegara pada periode sebelumnya 

Di dalam RPJMD Teknokratik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-
2021, sesuai strategi dan arah kebijakan dimunculkan konsep Membangun 
Kabupaten dari Kecamatan yakni sutu pendekatan baru yang merupakan 
terobosan dan juga pengejawantahan dari kebijakan pemerintah tentang 
bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Secara garis besar konsep 
yang akan didorong di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana 
memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis pemerataan kewilayahan dan 
juga penguatan peran masing stakeholder yang ada 

 
1.2. Landasan Hukum 

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun 
Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 
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1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286).  

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438). 

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676 ). 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang 
tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817). 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta 
Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun 2016-2021 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9  Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai 
Kartanegara. 

11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 
Kecamatan. 

 
1.3 Maksud dan Tujuan  

1. Maksud : 
Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Loa Janan selama tahun 2022 
dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan. 
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2. Tujuan : 
Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan 
pembangunan daerah 

 
1.4     Sistematika Penulisan. 
 

Pada dasarnya rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk 
periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Loa Janan 
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Dengan pola 
pikir seperti itu, sistematika penulisan Renja Tahun 2022 adalah sebagai 
berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang  
1.2 Landasan Hukum  
1.3 Maksud dan Tujuan  
1.4 Sistematika Penulisan 
 
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daeah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah.  
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.  
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.  
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
 
BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH  
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 
 
 
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
 4.1 Program dan Kegiatan 
 
BAB V. PENUTUP 
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BAB II 
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 
 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 
Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, 
dan pemberdayaan masyarakat desa oleh KLJ adalah pengkuruan dalam bentuk 
indeks berskala 1 s.d 10 yang merupakan rata-rata kumulatif capaian indikator 
pada 10 (Sepuluh) sasaran strategis pada persepektif pemangku kepentingan. 
Semakin tinggi nilai tingkat keberhasilan, menunjukkan bahwa semakin baik 
kinerja KLJ secara keseluruhan perspektif pemangku kepentingan. 

Adapun capaian atas Indikator Keberhasilan atau IKU (Indikator Kinerja 
Utama)  ini pada tahun 2022 adalah sebagai berikut : 
 

NO	 SASARAN	 INDIKATOR	
KINERJA	UTAMA	 SATUAN	

TARGET	
2022	 2023	 2024	 2025	 2026	

1	

Meningkatnya	
transparansi	dan	
Akuntabilitas	
Kinerja	Kecamatan	
Loa	Janan	

Predikat	
Akuntabilitas	
Kinerja	
Kecamatan	Loa	
Janan	

Point	 100	 100	 100	 100	 100	

2	

Meningkatnya	
kualitas	pelayanan	
Kecamatan	Loa	
Janan	

Nilai	Kepuasan	
Masyarakat	
Pelayanan	
Kecamatan	Loa	
Janan	

Point	 80	 80	 80	 80	 80	

3	

Meningkatnya	
Aksebilitas	antar	
dan	inter	wilayah	
Kecamatan	Loa	
Janan	

Cakupan	
Aksebilitas	Antar	
Wioayah	
Kecamata	Loa	
Janan	

Point	 20	 25	 25	 30	 35	

 
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja 

program/kegiatan, dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi 
serta perencanaan penganggaran biaya yang belum sesuai kebutuhan 

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra KLJ tidak 
efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dikarenakan perencanaan dan 
penganggaran yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi KLJ 
mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak dapat terpenuhi sebagaimana 
mestinya 

Untuk tahun berikutnya perencanaan dan penganggaran yang perlu 
disesuaikan dengan kebutuhan ril Kecamatan Loa Janan dan sesuai dengan 
tugas dan fungsi organisasi, diperlukan komitmen pimpinan dalam 
mengarahkan tim penyusunan program dan kegiatan. 

Berdasarkan Laporan Kinerja KLJ Tahun 2022 diatas, berikut 
disampaikan realisasi pelaksanaan renja tahun 2022 dan realisasi capaian 
renstra KLJ, tabel 2.1 
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Tabel 2.1 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  KLJ dan Pencapaian Renstra KLJ Tahun 2020 

Kabupaten Kutai Kartanegara 
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2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

kecamatan, dimana kedudukan, tugas dan wewenang adalah bahwa Kecamatan 
merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana tekniskewilayahan 
yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.Camat 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati 
melaluisekretaris daerah.Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan 
yang meliputi: (a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (b) 
mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
(c) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan; (d) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum; (e) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di tingkat kecamatan; (f) membina penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan (g) melaksanakan pelayanan 
masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan/atau yang belum dapat 
dilaksana kan pemerintahan desa.Selain itu Camat melaksanakan 
kewenanganpemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk 
menangani sebagian urusanotonomi daerah, yang meliputi aspek:a. perizinan;b. 
rekomendasi;c. koordinasi;d. pembinaan;e. pengawasan;f. fasilitasi;g. 
penetapan;h. penyelenggaraan; dani. kewenangan lain yang dilimpahkan. 
 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan 
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 
pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain. Kecamatan dipimpin oleh 
camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten. Camat mempunyai tugas: 
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; b. mengoordinasikan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat;c. mengoordinasikan upaya 
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan 
penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota; e. 
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. 
mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 
oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. membina dan mengawasi 
penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; h. 
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah 
kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain yang 
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu Kecamatan 
melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupatiuntuk melaksanakan 
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.  
 

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Loa Janan (KLJ) berdasarkan 
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal, 
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dimana indikator disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan Loa Janan 
sebagaimana uraian tugas camat diatas. Pencapaian kinerja Kecamatan Loa 
Janan, tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 
Pencapaian	Kinerja	Pelayanan	Kecamatan	Loa	Janan	

Kabupaten	Kutai	Kartanegara	

No	 Indikator		
SPM/			
Standar	
Nasional	

IKK	

Target	Renstra	Perangkat	Daerah	 Realisasi	Capaian	 Proyeksi	

Catatan	
Analisis	

2017	 2018	 2019	 2020	 2017	 2018	 2019	 2020	

N	-	2	 N	-	1	 N	 N	+	1	 N	-	2	 N	-	1	 N	 N	+	1	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

1	 Tingkat	pelayanan	
administrasi	perkantoran	 		 Persentase	Tingkat	pelayanan	

administrasi	perkantoran	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 		

2	 Cakupan	Layanan	Sarana	dan	
Prasarana	Aparatur	 		 Persentase	Sarana	dan	Prasarana	

Aparatur	dalam	kondisi	Baik	 50%	 50%	 60%	 60%	 70%	 70%	 75%	 75%	 		

3	
Tingkat	Capaian	Kinerja	

		
PersentaseTingkat	Capaian	
Kinerja	 50%	 50%	 60%	 60%	 70%	 70%	 75%	 75%	 		

4	 Cakupan	Infrastruktur	dalam	
Kondisi	Baik	 		 Persentase	Jumlah	Infrastruktur	

dalam	kondisi	baik	 50%	 50%	 60%	 60%	 70%	 70%	 75%	 75%	 		

5	
Cakupan	
Turap/Talut/Bronjong	dalam	
Kondisi	baik	

		
Persentase	Jumlah	
Turap/Talut/Bronjong	dalam	
Kondisi	baik	

50%	 50%	 60%	 60%	 70%	 70%	 75%	 75%	 		

6	 Cakupan	Jalan	dan	Jembatan	
dalam	Kondisi	Baik	 		 Persentase	Jumlah		Jalan	dan	

Jembatan	dalam	Kondisi	Baik	 50%	 50%	 60%	 60%	 70%	 70%	 75%	 75%	 		

7	
CakupanSaluran	
Drainase/Gorong	gorong		
dalam	Kondisi	Baik	

		
Persentase	Jumlah	Saluran	
Drainase/Gorong	gorong		dalam	
Kondisi	Baik	

50%	 50%	 60%	 60%	 70%	 70%	 75%	 75%	 		

8	 Cakupan	jalan	dan	Jembatan	
dalam	Kondisi	Baik	 		 Persentase	Jumlah		jalan	dan	

Jembatan	dalam	Kondisi	Baik	 50%	 50%	 60%	 60%	 70%	 70%	 75%	 75%	 		
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2.3Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah 

Posisi kecamatan selain sebagai perangkat daerah atau perwakilan 
pemerintah di wilayah kerjanya, kecamatan juga memiliki posisi terdepan dalam 
melayani masyarakat, dimana kecamatan seringkali menjadi wakil masyarakat 
dalam menyampaikan informasi, aspirasi, saran dan aduan masyarakat. Hal ini 
dapat dilihat dari proses perjalan kecamatan selama ini dimana seringkali SKPD 
lainnya selalu meminta data dan informasi dari kecamatan bahkan SKPD 
lainnya seringkali melibatkan kecamatan untuk mensukseskan program 
kerjanya meskipun dengan dukungan personil pembiayaan, peralatan dan 
methode yang sangat terbatas. 

Dalam realitasnya seringkali kecamatan menjadi lapisan terdepan dalam 
melaporkan semua kejadian yang ada di wilayah untuk diteruskan kepada 
SKPD lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Masyarakat juga 
menjadikan Kecamatan sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi 
masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. Selama ini Kecamatan juga seringkali 
menjadi tempat untuk masyarakat menyampaikan aduan terhadap pelayanan 
pemerintah yang tidak memuaskan sebab selama ini masyarakat dan melalui 
tokoh masyarakat dan perangkat desa menjadikan kecamatan adalah 
organisasi perangkat daerah yang paling mudah dijangkau. 

Demikian pula halnya dengan peran dan fungsi kecamatan, kecamatan 
memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana 
kecamatan memiliki fungsi atributif dan distributif. Fungsi atributif kecamatan 
menjalankan fungsi umum pemerintahan dan sebagai fungsi distributif 
kecamatan menjalankan tugas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh 
bupati. 

Fungsi atributif dan distributif tersebut meliputi banyak sektor kegiatan. 
Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan dapat 
memerankan diri dengan pendekatan “kewilayahan”, seperti wilayah 
kecamatan, desa, dan dusun; dan juga dengan pendekatan “sektoral”, seperti 
sektor pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, ketertiban umum, dan 
pemberdayaan perempuan. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah pemerintah 
terbelenggu pendekatan sektoral dan gagal memberdayakan camat sebagai 
ujung tombak kembar strategi pemerintahan sektoral maupun pendekatan 
kewilayahan. 

Fungsi sektoral kecamatan melalui sekretariat dan 5 seksi yang ada 
dalam struktur organisasinya maka peran kecamatan semestinya tidak sekedar 
berbasis kewilayahan sebab Kecamatan sebenarnya telah menjadi perangkat 
daerah bukanlah perangkat wilayah. Kecamatan semestinya mengedepankan 
fungsi sektoral. Fungsi sektoral ini menjadikan para Kepala Seksi di Kecamatan 
dapat memerankan fungsinya secara optimal. Bila 5 seksi dalam organisasi 
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Kecamatan dapat berperan aktif dan kreatif maka akan dicapai pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. 

Dengan melihat posisi dan fungsi Kecamatan diatas maka Kecamatan 
semestinya memiliki peran dan fungsi strategis untuk mensukseskan 
penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Dengan keunikan melalui kombinasi pendekatan kewilayahan dan sektoral 
maka Kecamatan apabila didukung kebijakan, personil, anggaran dan peralatan 
yang memadahi maka Kecamatan akan menjadi organisasi terdepan dalam 
mengelola masyarakat beserta sumberdaya yang ada guna percepatan 
pencapaian MDGs.  

Masalah krusial dari belum optimalnya fungsi atributif dan delegatif 
adalah kebijakan anggaran yang masih memposisikan Kecamatan sebagai 
organisasi pelengkap bukan utama. Hal ini dari proses pengusulan anggaran 
sampai dengan pelaksanaannya Kecamatan mendapatkan platform anggaran 
yang minim dan dengan sistem pengaggaran pola penyeragaman dengan kurang 
memperhatikan keanekaragaman dan keunikan setiap wilayah kecamatan 
padahal setiap wilayah kecamatan memiliki perbedaan dan keunggulan masing 
masing yang sudah tentu pengembangan kecamatan mengunakan pola 
pendekatan dan strategi yang berbeda. 

Peningkatan kuantitas/jumlah pegawai kecamatan dengan 
menempatkan pegawai yang ada di SKPD lainnya yang memiliki kualifikasi 
sebagai jabatan fungsional untuk ditempatkan di Kecamatan. Selama ini di 
SOTK Kecamatan ada jabatan fungsional namun belum pernah dimanfaatkan. 
Sementara itu untuk mendukung tugas dan fungsinya khususnya pelaksanaan 
Paten harus di dukung kelayakan teknis maka tidak pelak lagi perlunya 
pendistribusian tim teknis yang berkualifikasi untuk ditempatkan di kecmatan 
sebagai jabatan fungsional. 

Peningkatan kualitas pegawai di Kecamatan. Selama ini pegawai 
Kecamatan jarang diikutsertakan dalam berbagai pengembangan sumberdaya 
manusia yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten, bahkan ada kecenderungan 
orang kabupaten merasa pintar dan mampu, di internal organisasi sendiri 
jarang dilaksanakan pengembangan SDM pegawai kecamatan. Untuk 
mendukung pengembangan SDM Kecamatan ke depan maka perlu diagendakan 
adanya pengembangan SDM Kecamatan berbasis tugas pokok dan fungsinya, 
sehingga para Kasi Kecamatan bisa memerankan dirinya sebagai PPTK yang 
handal. Sebab selama ini para Kasi Kecamatan belum secara riil dimanfaatkan 
dan mampu menjadi PPTK Kegiatan. 

Untuk mendukung optimalisasi fungsi atributif dan delegatif adalah 
kebijakan anggaran yang proposial sesuai dengan beban kerja dan kondisi 
wilayah serta target capaian pengembangan wilayah. Untuk hal tersebut perlu 
dipersiapkan langkah sebagai berikut : 
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a.   Perencanaan anggaran : perencanaan anggaran Kecamatan semestinya 
berbasis tugas pokok dan fungsinya. Artinya setiap pelaksanaan fungsi 
organisasi harus dirancang kegiatannya secara struktur dengan 
pembiayaan yang memadai. Selama ini Kecamatan hanya memiliki 2 
program kegiatan yaitu program administrasi perkantoran dan sarana 
prasarana perkantoran, semestinya ke depan perlu disusun rencana 
kergiatan anggaran berbasis PPTK artinya masing masing pejabat 
struktural memiliki rencana kerja yang nyata sesuai dengan kebutuhan 
yang ada yang perlu didanai. Hal ini penting sebab setelah menjadi 
perangkat daerah bukan kepala wilayah maka yang dikedepankan dari 
fungsi kecamatan bukan fungsi kewilayahan namun fungsi sektoral 
sesuai dengan sektor/bidang tugas masing masing pejabat struktural. 

b.   Pelaksanaan anggaran : dalam pelaksanaan anggaran kecamatan 
diupayakan sedemikian rupa menerapkan prinsip-prinsip Good 
Governance dimana aspek visoner, tranparansi, partisipasi, akuntabel, 
efektif dan efisien menjadi arah dari pelaksanaan kegiatan. Ini penting 
sebab selama ini seakan yang mengelola kegiatan hanya pengguna 
anggaran dan bendahara, sementara fungsi PA dan PPTK belum 
optimalkan secara nyata. Secara logika pekerjaan besar bila melibatkan 
kekuatan besar akan berhasil. 

c.   Evaluasi anggaran. Yang tidak kalah penting adalah evaluasi 
pelaksanaan anggaran, dimana setiap anggaran belanja daerah 
semestinya berbasis kinerja dengan tolok ukur penilaian bukan hanya 
output namun juga outcame bahkan samapai kepada dampak dari 
kegiatan. Semestinya Lakip yang saat ini digunakan sebagai bentuk 
akuntabilitas kinerja pemerintahan seakan hanya formalitas, maka 
kedepan Lakip diharapkan benar benar menjadi alat ukur untuk 
mengetahui dampak sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. 

4.   Aspek Sarana Prasarana : 

Untuk menuju E-Government memang diperlukan kesiapan sarana dan 
prasana yang modern dengan dukungan peralatan dan pendukungnya yang 
modern maka modernisasi pemerintahan yang menjadi parameter reformasi 
birokrasi yang handal dapat terlaksana. Pemerintahan kedepan harus bisa 
mengikuti kemajuan jamannya termasuk kemajuan sarana dan prasarana 
perkantoran yang ada. 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD  
 

Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas, dan 
fungsinya secara legalistik diatur dengan Pereaturan Pemerintah. Sebagai 
organisasi perangkat daerah, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang 
memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan kabupaten yakni melaksanakan koordinasi penyelenggaraan 
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pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa yang 
muaranya pada upaya untuk memjukan, memandiirikan, dan menyejahterakan 
masyarakat. Sehubungan dengan itu, kecamatan untuk mewujudkan visi 
RPJMD harus mengupayakan mewujudkan target tujuan dan target sasaran 
dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati melalui pembahasan 
prioritas pembangunan daerah : 

1. SASARAN STRATEGIS 
 
1. Sasaran Strategis pada Perspektif Pemangku Kepeningan (Stakeholder) 

a. Terbangunnya sistem pelayanan administratif masyarakat yang 
berintegritas 

b. Meningkatnya penyelenggaraan urusan umum pemerintahan 
c. Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat 
d. Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 
e. Meningkatnya penerapan dan penegagkan Perda dan Perkada 
f. Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 
g. Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan 
h. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

kegiatan desa 
i. Meningkatnya pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan 
j. Meningkatnya pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
k. Meningkatnya pelayanan administratif masyarakat 
l. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan pasarana 

publik 
2. Internal Proses 

a. Meningkatnya kinerja pada seksi pemerintahan 
b. Meningkatnya kinerja pada  seksi ketenteraman dan ketertiban 

umum 
c. Meningkatnya kinerja pada seksi pemberdayaan masyarakat desa 
d. Meningkatnya kinerja pada seksi kesejahteraan sosial 
e. Meningkatnya kinerja pada seksi pelayanan umum 

 
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

a. Terjaganya integritas organisasi KLJ 
b. Meningkatnya kinerja manajemen internal KLJ 
c. Meningkatnya kinerja pelayanan umum, ketatalaksanaan, dan 

kepegawaian 
d. Meningkatnya kinerja keuangan dan penyusunan program 

4. Keuangan 
a. Ketersediaan anggaran 

 
 

2. ARAH KEBIJAKAN 
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Kebijakan mengoptimalkan pelaksanaan urusan umum pemerintahan 
dan urusan kewenangan yang dilimpahkan dengan arah kebijakan KLJ dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan periode 2016-2021 adalah sebagai berikut: 
1. Untuk keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan Renstra KLJ ini, 

diperlukan komitmen Pimpinan dan dukungan seluruh pegawai KLJ, serta 
konsistensi pada fokus area. 

2. Kegiatan dan kerja sama dengan pihak eksternal agar mempertimbangkan 
integritas organisasi KLJ tetap terjaga. 

3. Pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak eksternal lebih mengarah 
pada aspek strategis dan berdampak signifikan (keluaran/output, 
hasil/outcome) bagi organisasi maupun instansi yang terkait dan akan 
dievaluasi secara berkala oleh Pimpinan. 

4. Program dan kegiatan KLJ menggunakan pendekatan kemitraan dan 
pemberdayaan. 

5. Sekretaris kecamatan dan Kasi menyesuaikan program kerja dan 
kegiatannya dengan mengacu kepada Renstra KLJ Tahun 2016-2021. 

6. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam fokus area dikoordinasikan oleh 
sekretaris kecamatan dan dilaksanakan oleh Kasi dan/atau Tim yang 
dibentuk khusus untuk itu. 

7. Guna menjamin keberhasilan Renstra KLJ  2016-2021, maka: 
a. Sekretaris Kecamatan memastikan penjabaran Renstra KLJ ke dalam 

program kerja dan kinerja masing-masing Seksi dan melakukan 
harmonisasi Organisasi tata laksana dan SOP. 

b. Sekretaris Kecamatan melakukan harmonisasi kinerja antara seksi ke 
kinerja tingkat individu (pegawai). 

c. Sekretaris Kecamatan : melakukan evaluasi kinerja secara berkala 
terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
kinerja. 

 

No Materi 
Pembahasan Telaahan Hasil Analisis Kebutiuhan Catatan Penting 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Prioritas Pembangunan Daerah 
1 Program dan 

Kegiatan 
Prioritas 

1 Sebagaimana 
rancangan isu/sasaran 
strategis RKPD 2018, 
yaitu memantapkan 
reformasi birokrasi 
untuk rakyat, maka 
KLJ memiliki peran 
yang strategis untuk 
berkontribusi dalam 
pencapaian sasaran 
pembangunan tersebut, 
baik dalam prioritas 
daerah maupun 
prioritas bidang. 

1 Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2008 tentang 
Kecamatan dan 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat 
Daerah,  Rencana Kerja 
KLJ Tahun 2018 
diutamakan untuk 
memenuhi kebutuhan 
belanja operasional 
(pegaai,barang dan 
jasa) dan kegiatan 
prioritas terkait 
reformasi birokrasi 
organisasi kecamatan 

1 Untuk mendukung 
prioritas daerah 
disepakati kegiatan KLJ 
yang mendukung yaitu 
Kegiatan 
penyelenggaraan 
reformasi birokrasi 
organisasi kecamatan 

2 Sebagaimana 
rancangan isu/sasaran 

2 Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 

2 Untuk mendukung 
prioritas daerah 
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No Materi 
Pembahasan Telaahan Hasil Analisis Kebutiuhan Catatan Penting 

(1) (2) (3) (4) (5) 

strategis RKPD 2018, 
yaitu meningkatkan 
sumber daya manusia 
yang berkompeten, 
maka KLJ memiliki 
peran yang strategis 
untuk berkontribusi 
dalam pencapaian 
sasaran pembangunan 
tersebut, baik dalam 
prioritas daerah 
maupun prioritas 
bidang. 

Tahun 2008 tentang 
Kecamatan dan 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat 
Daerah,  Rencana Kerja 
KLJ Tahun 2018 
diutamakan untuk 
memenuhi kebutuhan 
belanja operasional 
(pegaai,barang dan 
jasa) dan kegiatan 
prioritas terkait 
optimalisasi mekanisme 
koordinasi 
peningkatkan sumber 
daya manusia yang 
berkompeten 

disepakati kegiatan KLJ 
yang mendukung yaitu 
Kegiatan rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi  

3 Sebagaimana 
rancangan isu/sasaran 
strategis RKPD 2018, 
yaitumeningkatkan 
pembiayaan 
pembangunan daerah, 
maka KLJ 
memiliki peran yang 
strategis untuk 
berkontribusi dalam 
pencapaian 
sasaran pembangunan 
tersebut, baik 
dalam prioritas daerah 
maupun 
prioritas bidang. 

3 Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2008 tentang 
Kecamatan dan 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat 
Daerah,  Rencana Kerja 
KLJ Tahun 2018 
diutamakan untuk 
memenuhi kebutuhan 
belanja operasional 
(pegaai,barang dan 
jasa) dan kegiatan 
prioritas terkait 
optimalisasi mekanisme 
koordinasi peningkatan 
pembiayaan 
pembangunan daerah 

3 Untuk mendukung 
prioritas daerah 
disepakati kegiatan KLJ 
yang mendukung yaitu 
Kegiatan rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 

4 Sebagaimana 
rancangan isu/sasaran 
strategis RKPD 2018, 
yaitumeningkatkan 
pengelolaan pertanian 
dan pariwisata untuk 
percepatan 
transformasi struktur 
ekonomi daerah, maka 
KLJ 
memiliki peran yang 
strategis untuk 
berkontribusi dalam 
pencapaian 
sasaran pembangunan 
tersebut, baik 
dalam prioritas daerah 
maupun 
prioritas bidang. 

4 Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2008 tentang 
Kecamatan dan 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat 
Daerah,  Rencana Kerja 
KLJ Tahun 2018 
diutamakan untuk 
memenuhi kebutuhan 
belanja operasional 
(pegaai,barang dan 
jasa) dan kegiatan 
prioritas terkait 
optimalisasi mekanisme 
koordinasi peningkatan 
pengelolaan pertanian 
dan pariwisata untuk 
percepatan 
transformasi struktur 
ekonomi daerah 

4 Untuk mendukung 
prioritas daerah 
disepakati kegiatan KLJ 
yang mendukung yaitu 
Kegiatan rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 

5 Sebagaimana 
rancangan isu/sasaran 
strategis RKPD 2018, 
yaitumeningkatkan 
keterpaduan 
pembangunan 
infrastruktur menuju 

5 Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2008 tentang 
Kecamatan dan 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat 
Daerah,  Rencana Kerja 

5 Untuk mendukung 
prioritas daerah 
disepakati kegiatan KLJ 
yang mendukung yaitu 
Kegiatan rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 
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No Materi 
Pembahasan Telaahan Hasil Analisis Kebutiuhan Catatan Penting 

(1) (2) (3) (4) (5) 

daya saing daerah, 
maka KLJ 
memiliki peran yang 
strategis untuk 
berkontribusi dalam 
pencapaian 
sasaran pembangunan 
tersebut, baik 
dalam prioritas daerah 
maupun 
prioritas bidang. 

KLJ Tahun 2018 
diutamakan untuk 
memenuhi kebutuhan 
belanja operasional 
(pegaai,barang dan 
jasa) dan kegiatan 
prioritas terkait 
optimalisasi mekanisme 
koordinasi 
peningkatkan 
keterpaduan 
pembangunan 
infrastruktur menuju 
daya saing daerah 

6 Sebagaimana 
rancangan isu/sasaran 
strategis RKPD 2018, 
yaitumeningkatkan 
pengelolaan sumber 
daya alam yang 
berkelanjutan dan 
berwawasan 
lingkungan, maka KLJ 
memiliki peran yang 
strategis untuk 
berkontribusi dalam 
pencapaian 
sasaran pembangunan 
tersebut, baik 
dalam prioritas daerah 
maupun 
prioritas bidang. 
 

6 Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2008 tentang 
Kecamatan dan 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat 
Daerah,  Rencana Kerja 
KLJ Tahun 2018 
diutamakan untuk 
memenuhi kebutuhan 
belanja operasional 
(pegaai,barang dan 
jasa) dan kegiatan 
prioritas terkait 
optimalisasi mekanisme 
koordinasi 
peningkatkan 
pengelolaan sumber 
daya alam yang 
berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan 

6 Untuk mendukung 
prioritas daerah 
disepakati kegiatan KLJ 
yang mendukung yaitu 
Kegiatan rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 

7 Sebagaimana 
rancangan isu/sasaran 
strategis RKPD 2018, 
yaitumeningkatkan 
partisipasi perempuan 
dalam pembangunan 
serta penguatan 
perlindungan anak, 
maka KLJ 
memiliki peran yang 
strategis untuk 
berkontribusi dalam 
pencapaian 
sasaran pembangunan 
tersebut, baik 
dalam prioritas daerah 
maupun 
prioritas bidang. 

7 Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2008 tentang 
Kecamatan dan 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat 
Daerah,  Rencana Kerja 
KLJ Tahun 2018 
diutamakan untuk 
memenuhi kebutuhan 
belanja operasional 
(pegaai,barang dan 
jasa) dan kegiatan 
prioritas terkait 
optimalisasi mekanisme 
koordinasi 
peningkatkan 
partisipasi perempuan 
dalam pembangunan 
serta penguatan 
perlindungan anak 

7 Untuk mendukung 
prioritas daerah 
disepakati kegiatan KLJ 
yang mendukung yaitu 
Kegiatan rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 
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Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun 
perencanaanpembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa.Perencanaan pembangunan kecamatan 
merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten. 

 
Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif. Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum 
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk 
mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah 
kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati 
rencana kegiatan lintas-desadi kecamatan. 
 

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana 
Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah  Kabupatenpada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan 
dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen 
Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja Kecamatan 
(Sesuai dengan PP No.08/2008 dan PP No. 19/2008). 

Berikut rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan 
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisai Perangkat Daerah 
Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana Tabel 2.5 
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Tabel 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2022 

 
USULAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG RKPD TAHUN 2020 
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BAB  III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 merupakan 

dokumen rencana pembanguan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari system perencanaan pembanguan nasional sebagai mana 

diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional.  

  

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 merupakan 

RPJMD Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD kabupaten Kutai Kartanegara 

tahun 2005 – 2025. Oleh sebab itu penyusunana RPJMD selain memuat visi, 

misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa bakti 

tahun 2016 – 2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang 

termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 -2025 

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara Nomor  17  tahun 2010 tentang RPJPD. 

  

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 

memperhatikan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Nasional yang termuat 

dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN tahun 2015 – 

2019. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi  dan sinergi kebijakan, 

program dan kegiatan pembanguan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 

dengan kebijakan Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan nasional 

2005 – 2019  yang dinamai NAWA CITA adalah : 

 

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara. 

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah 

dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. 
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4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa 

bangsa Asia Lainnya. 

7. Mewujudkan kamandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) merupakan 

dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk jangka waktu 1 

(satu) tahunan.  Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 

nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan 

Penjabaran Visi,  Misi dan Program Bupati ke dalam Strategi  Pembangunan 

Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati  dan arah kebijakan 

keuangan daerah. 

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedomam dalam Penyusunan RPKD, 

yang merupakan Rencana Pembangunan tahunan daerah, serta memuat 

prioritas pembanguan daerah, rancangan kerangka ekonomi  makro  yang 

mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah 

kebijakan  fiskal , serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka 

regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.  Dengan mempertimbangkan 

potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di kabupaten 

Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalan Priode 2016 – 2021 

adalah :  

 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, 

MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN” 

 

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan 

dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi 
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Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Misi pembangunan 

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021  adalah sebagai berikut :  

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat 

2. Meningkatkan Sumber daya Manusia yang berkompoten 

3. Meningkatkan Permbiayaan Pembangunan daerah 

4. Meningkatkan Pengelolaan pertanian dan Pariwisata untuk percepatan 

Transpormasi struktur ekonomi daerah 

5. Meningkatkan ketepaduan pembangunan infrastruktur menuju daya 

saing daerah 

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan  

7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta 

penguatan perlindungan anak 

 

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD 

merupakan Penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen 

perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara.  Renstra PD memuat gambaran umum 

pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi 

dan arahan kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai 

dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis PD 

kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (RENJA- 

PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan 

sumber dana. 

 

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 

setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) 

sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program 

dan kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Kutai Kartanegara 

dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten. RKPD merupakan bahan 

utama Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon 
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Anggaran, serta bahan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD).  

    

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang merupakan rencana  

tahunan pembangunan daerah, maka pada tahun 2020 yang merupakan tahap 

ketiga pelaksanaan RPJMD  2016 – 2021 ditetapkan  Tema Pembangunan Kutai 

Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

 

“ PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH MENUJU 

TRANSFORMASI EKONOMI MASYARAKAT YANG LEBIH SEJAHTERA” 

 

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai  Kartanegara Tahun 2020 

adalah sebagai berikut :  

 

1. Hilirisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah 

2. Pengembangan pola investasi daerah berbasis masyarakat 

3. Penguatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan dan 

pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai 

tambah, dan pendapatan masyarakat secara mandiri dan berkontribusi 

maksimal untuk perekonomian daerah 

4. Pemantapan pemerataan pembanguanan infrastruktur khususnya yang 

mendukung sentra produksi dan daerah potensi unggulan daerah 

5. Pemantapan interkoneksitas antar wilayah khususnya antar desa antar 

kecamatan 

6. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan 

menuju masyarakat lebih sejahtera. 

 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 

Dalam rangka mewujudkan  Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka 

perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih 

operasional yang dituangkam dalam Renja Kecamatan. Maka untuk itu Tujuan 

strategis Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara  tahun 2019 

adalah sebagai berikut : 
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1. Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, 

profesionalisme sumber daya aparatur, dan keuangan daerah dalam 

rangkan pelayanan public yang prima dan kondisifitas daerah. 

2. Menurunnya Kesenjangan Pembanguan antar wilayah 

 

Sedangkan Sasaran yang  ingin dicapai Kecamatan Loa Janan Kabupaten 

Kurtai  Kartanegara Tahun 2022 adalah :  

 

1. Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan 

public 

2. Meningkatnya Interkonesitas antar wilayah. 

 
Tujuan, sasaran dan  Indikator Kinerja sasaran 

Tujuan Sasaran 
Indikator Kinerja 

Sasaran 

Meningkatkan kapasitas 

pemerintahan daerah dari 

segi kelembagaan, 

profesionalisme 

sumberdaya aparatur, dan 

keuangan daerah dalam 

rangka pelayanan publik 

yang prima dan 

kondusifitas daerah. 

Meningkatnya tertib 

administrasi 

pemerintah dan 

kualitas pelayanan 

publik. 

Predikat Akuntabilitas 

Kinerja 

Pembinaan dan 

penyuluhan pelayanan 

perijinan dan non 

perijinan di 

Kelurahan/Kecamatan 

Menurunkan kesenjangan 

pembangunan antar 

wilayah. 

Meningkatnya 

interkoneksitas antar 

wilayah 

Persentase jalan dengan 

kondisi baik 
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BAB IV 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

4.1 Program dan Kegiatan 

 
Kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna 

urusanpelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban 
penyelenggaraantugas-tugas umum pemerintahan. Kecamatan juga berperan 
sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memilikidaerah dalam arti 
daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umumpemerintahan di 
wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidangkoordinasi 
pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah 
kecamatan,penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan 
peraturan perundang -undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 
desa dan/atau kelurahan, sertapelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang 
belum dilaksanakan oleh pemerintahandesadan/atau instansi pemerintah 
lainnya di wilayah kecamatan. 

 

Kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan 
dibandingkan denganperangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsinya untukmendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan 
tersebut yaitu adanya suatukewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio ku 
ltural, menciptakan stabilitas dalamdinamika politik, ekonomi dan budaya, 
mengupayakan terwujudnya ketenteraman danketertiban wilayah sebagai 
perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalamkerangka 
membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama 
camatselain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan 
tugas-tugaspembinaan wilayah. 

 

Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek 
saranaprasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang 
pemerintahan dalamupaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan 
sebagai ciri pemerintahankewilayahan yang memegang posisi strategis dalam 
hubungan dengan pelaksanaankegiatan pemerintahan kabupaten.  

 
Kebijakan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan urusan kewenangan yang 
dilimpahkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019adalah sebagai 
berikut: 
Pendukung Pemerintahan. 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 
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Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 
dinas/operasional 

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga 
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 
Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar 

daerah 
Kegiatan Penyelenggaraan administrasi umum dan teknis perkantoran 

lainnya 
Kegiatan Penyelenggaraan Humas dan Protokoler 
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 
Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 
Program Peningkatan disiplin aparatur 
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran 
Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 
Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
Kegiatan Penyusunan profil dan monografi kecamatan 
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat 
Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan sistem dan teknologi informasi 
Kegiatan Penyelenggaraan tugas seksi pemerintahan 
Kegiatan Penyelenggaraan tugas seksi ketenteraman dan ketertiban umum 
Kegiatan Penyelenggaraan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa 
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Kegiatan Penyelenggaraan tugas seksi kesejahteraan sosial 
Kegiatan Penyelenggaraan tugas seksi pelayanan umum 
 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 
Kegiatan Pembangunan jalan 
Kegiatan Pembangunan jembatan 
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 
Kegiatan Pembangunan  saluran drainase/gorong-gorong 
Program Pembangunan turap/talud/brojong 
Kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong 
Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 
Program Pembangunan infrastruktur kecamatan 
Kegiatan Pembangunan infrastruktur kecamatan 
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Tabel 3.1 

 



Renja Kecamatan Loa Janan 2022 50 
 

 



Renja Kecamatan Loa Janan 2022 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
PENUTUP 

 
 
 

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Loa Janan Tahun 2022 
mengacu kepada petunjuk pelaksaan dan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi yang ada.  

Fungsi atributif dan distributif tersebut meliputi banyak sektor kegiatan. 
Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan dapat memerankan 
diri dengan pendekatan “kewilayahan”, seperti wilayah kecamatan, desa, dan 
dusun; dan juga dengan pendekatan “sektoral”, seperti sektor pemerintahan, 
ekonomi, pendidikan, sosial, ketertiban umum, dan pemberdayaan perempuan. 
Selama ini pelaksanaan otonomi daerah pemerintah terbelenggu pendekatan 
sektoral dan gagal memberdayakan camat sebagai ujung tombak kembar strategi 
pemerintahan sektoral maupun pendekatan kewilayahan. 

Fungsi sektoral kecamatan melalui sekretariat dan 5 seksi yang ada dalam 
struktur organisasinya maka peran kecamatan semestinya tidak sekedar berbasis 
kewilayahan sebab Kecamatan sebenarnya telah menjadi perangkat daerah 
bukanlah perangkat wilayah. Kecamatan semestinya mengedepankan fungsi 
sektoral. Fungsi sektoral ini menjadikan para Kepala Seksi di Kecamatan dapat 
memerankan fungsinya secara optimal. Bila 5 seksi dalam organisasi Kecamatan 
dapat berperan aktif dan kreatif maka akan dicapai pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan secara efektif dan efisien. 

Dengan melihat posisi dan fungsi Kecamatan diatas maka Kecamatan 
semestinya memiliki peran dan fungsi strategis untuk mensukseskan 
penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Dengan keunikan melalui kombinasi pendekatan kewilayahan dan sektoral maka 
Kecamatan apabila didukung kebijakan, personil, anggaran dan peralatan yang 
memadahi maka Kecamatan akan menjadi organisasi terdepan dalam mengelola 
masyarakat beserta sumberdaya yang ada guna percepatan pencapaian MDGs.  

Masalah krusial dari belum optimalnya fungsi atributif dan delegatif adalah 
kebijakan anggaran yang masih memposisikan Kecamatan sebagai organisasi 
pelengkap bukan utama. Hal ini dari proses pengusulan anggaran sampai dengan 
pelaksanaannya Kecamatan mendapatkan platform anggaran yang minim dan 
dengan sistem pengaggaran pola penyeragaman dengan kurang memperhatikan 
keanekaragaman dan keunikan setiap wilayah kecamatan padahal setiap wilayah 
kecamatan memiliki perbedaan dan keunggulan masing masing yang sudah tentu 
pengembangan kecamatan mengunakan pola pendekatan dan strategi yang 
berbeda. 

Peningkatan kuantitas/jumlah pegawai kecamatan dengan menempatkan 
pegawai yang ada di SKPD lainnya yang memiliki kualifikasi sebagai jabatan 
fungsional untuk ditempatkan di Kecamatan. Selama ini di SOTK Kecamatan ada 
jabatan fungsional namun belum pernah dimanfaatkan. Sementara itu untuk 
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mendukung tugas dan fungsinya khususnya pelaksanaan Paten harus di dukung 
kelayakan teknis maka tidak pelak lagi perlunya pendistribusian tim teknis yang 
berkualifikasi untuk ditempatkan di kecmatan sebagai jabatan fungsional. 

Peningkatan kualitas pegawai di Kecamatan. Selama ini pegawai Kecamatan 
jarang diikutsertakan dalam berbagai pengembangan sumberdaya manusia yang 
dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten, bahkan ada kecenderungan orang kabupaten 
merasa pintar dan mampu, di internal organisasi sendiri jarang dilaksanakan 
pengembangan SDM pegawai kecamatan. Untuk mendukung pengembangan SDM 
Kecamatan ke depan maka perlu diagendakan adanya pengembangan SDM 
Kecamatan berbasis tugas pokok dan fungsinya, sehingga para Kasi Kecamatan bisa 
memerankan dirinya sebagai PPTK yang handal. Sebab selama ini para Kasi 
Kecamatan belum secara riil dimanfaatkan dan mampu menjadi PPTK Kegiatan. 

Untuk mendukung optimalisasi fungsi atributif dan delegatif adalah 
kebijakan anggaran yang proposial sesuai dengan beban kerja dan kondisi wilayah 
serta target capaian pengembangan wilayah. Untuk hal tersebut perlu dipersiapkan 
langkah sebagai berikut : 

a.   Perencanaan anggaran : perencanaan anggaran Kecamatan semestinya 
berbasis tugas pokok dan fungsinya. Artinya setiap pelaksanaan fungsi 
organisasi harus dirancang kegiatannya secara struktur dengan pembiayaan 
yang memadai. Selama ini Kecamatan hanya memiliki 2 program kegiatan 
yaitu program administrasi perkantoran dan sarana prasarana perkantoran, 
semestinya ke depan perlu disusun rencana kergiatan anggaran berbasis 
PPTK artinya masing masing pejabat struktural memiliki rencana kerja yang 
nyata sesuai dengan kebutuhan yang ada yang perlu didanai. Hal ini penting 
sebab setelah menjadi perangkat daerah bukan kepala wilayah maka yang 
dikedepankan dari fungsi kecamatan bukan fungsi kewilayahan namun 
fungsi sektoral sesuai dengan sektor/bidang tugas masing masing pejabat 
struktural. 

b.   Pelaksanaan anggaran : dalam pelaksanaan anggaran kecamatan 
diupayakan sedemikian rupa menerapkan prinsip-prinsip Good Governance 
dimana aspek visoner, tranparansi, partisipasi, akuntabel, efektif dan efisien 
menjadi arah dari pelaksanaan kegiatan. Ini penting sebab selama ini seakan 
yang mengelola kegiatan hanya pengguna anggaran dan bendahara, 
sementara fungsi PA dan PPTK belum optimalkan secara nyata. Secara logika 
pekerjaan besar bila melibatkan kekuatan besar akan berhasil. 

c.   Evaluasi anggaran. Yang tidak kalah penting adalah evaluasi pelaksanaan 
anggaran, dimana setiap anggaran belanja daerah semestinya berbasis 
kinerja dengan tolok ukur penilaian bukan hanya output namun juga 
outcame bahkan samapai kepada dampak dari kegiatan. Semestinya Lakip 
yang saat ini digunakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintahan 
seakan hanya formalitas, maka kedepan Lakip diharapkan benar benar 
menjadi alat ukur untuk mengetahui dampak sebuah kegiatan yang 
dilaksanakan oleh SKPD. 
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Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja SKPD ditetapkan agar pelaksanaan 
tugas dan fungsi aparatur pada Kantor Kecamatan Loa janan adalah agar para 
aparaturnya dapat melaksanakan kegiatan dan fungsi pokok dalam proses 
penyelesaian tugas jabatan, dan petunjuk mekanisme kerja dari setiap lembaga 
pemerintah yang harus dilaksanakan oleh setiap aparaturnya. Sedangkan 
tujuannya untuk meningkatkan produktifitas kerja bagi aparatur pejabat struktural 
yang dibebankan guna memaksimalkan pencapaian program kerja sesuai 
spesifikasi secara berkualitas dan memuaskan.  

Akhirnya kesamaan Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Kinerja 
Kecamatan Loa Janan  dapat menjadi acuan pemerintah khususnya Pemerintah 
Kecamatan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dapat berjalan 
sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. 

 
 
 
 

	


